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ABSTRACT 

 

Analyzegthegsignificance of theneffect of justice, discriminationhand penalty 

rates on perceptionscof individualgtaxpayers regardingcthe ethics ofntax evasion. 

Data obtainedgthrough observation,ninterviews, distributiongof questionnaires, 

and.taking.documentation. Datapobtainedkthrough.the.distribution.of questionnaires 

to individual taxpayersgof thegSurakrta Pratama Tax Office. Thensample gused was 

a taxpayer in the city of Surakarta, whichkamounted to 100krespondents. Refinement 

technique in this research iskpurposivedsampling technique. The analyticalctool 

used isgmultiple linear regression. The resultsgof the studygconcluded that: 1). 

There is avsignificant effect of justice on thegethical perceptionsvof tax evasion, 2). 

There is agsignificant effect of discriminationkon ethicaldperceptions of tax evasion, 

and 3). .Therekispa significant effectkof penalty rates on ethical perceptions fof 

jtaxjevasion. 
  

Keywords : Justice,kDiscrimination, PenaltygRate,  Perceptiondof  TaxkEvasion 

 

 

PENDAHULUAN 

Suatu Negara membutuhkann dana untuknmembiayai segalapkegiatan yang dilakukannya 

baik. pengeluaran’ rutin. maupun. pengeluaran .pembangunan. dalam. menjalankan. roda. 

pemerintahan (Ardyaksa  danpKiswanto, 2014). Pajak merupakann sumber  pendapatannbagin 

negara yang berfungsinkuntuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

yang digunakan sebesar-besarnyanuntuk kemakmuran rakyat. 

Pajakgmerupakankelemen yang fundamentaln dalamkproyeksippembangunan di negeri 

inipsehinggakseharusnyappendapatankdaripsektor fiskal ini dapatpdioptimalkan. Pentingnya 

pajak bagi negara sangat disesalkan.apabila.masyarakat itu sendiri belum menyadarinya. Ada 

sebagianpdari masyarakat, baik ituporang pribadinataupunpbadan masihnkurang perhatian pada 

pembangunan negara sehingga.mereka tidakkterlalu mempedulikan tentang pembayaran pajak. 

MenurutkSuandy (2011: 21) pajakn dapathditekan dengan duapcara yaitukpenghindaran 

pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Penghindarankpajakp(tax 

avoidance) adalah suatu usahan pengurangannnsecara legal yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkankketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimalpseperti pengecualian 

dan pemotongan-pemotongankyang diperkenankan maupun manfaatphal-hal yang belum 

kdiaturndan kelemahan-kelemahangyang adandalam peraturan perpajakan yang berlaku. 

 Penggelapanppajakn (tax evasion) adalah upaya pengurangannpajak yang dilakukan 

dengan.melanggar.peraturan.perpajakan.seperti.memberi.data-data.palsu atau menyembunyikan 

data. Penggelapannpajak dapat dikenakan sanksikpidana. Kasus pidanahperpajakan yang 

menyitakbanyak perhatiannadalah tindak pidana yangndilakukan oleh kelompoknAsian Agri 
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Group yangkmerugikan negara sampai triliunan rupiah. Dalam putusan itu, Asian Agri Group 

dikenakan sanksi berupanpdenda sebesar  Rp 2,5 triliun. Hal yang menarikkuntuk diperhatikan 

adalah pada hasil putusanpMahkamah Agung menyatakanptanggung jawab pribadi/ 

perseoranganpataukah sudah merupakan tanggung jawabpkorporasik(kejahatan/korporasi) 

mengingatnppidana yang dijatuhkan tersebut dilakukannolehpStaf/Manajer yang diberi 

wewenanggoleh korporasi. Kasus tersebutpmerupakan sebuah kasus yang dapat 

digolongkannpsebagai kejahatan korporasi,dimanagStaf/Manajer itupbertindaknatas naman 

perusahaan yang telah memberikanpkewenangankkepadanyapdan atas persetujuangdari direktur 

perusahaannyang tergabung dalam AsianpAgri Group (AAG) kepadapStaf/ Manajer itu, 

sepakatpuntukn melakukan pengecilaninilai pajak terhadap beberapa perusahaan yang tergabung 

dalamnAsian Agri Group. 

Salah satugasas perpajakan yangn pentinggadalah keadilan, halkini karena secara 

psikologis masyarakatgmenganggapnbahwakpajak merupakanksuatu beban. Oleh karenakitu 

tentunya masyarakat memerlukangsuatu kepastian bahwagmereka mendapatkan perlakuan 

yanggadil dalamgpengenaangdannnpemungutankpajak olehgnegara. Hal ini dimaksudkan agar 

tidak menghambatgjalannya.sistemgperpajakan yanggada. Sistem perpajakanhyang adil 

merupakan rewardhbagi wajib pajak, karenagwajib pajak akangmerasa dihargai sehingga wajib 

pajak mempunyai kecenderungannnmelakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. 

Adilgdalam perundang-undangan diantaranyagmengenakanhpajak secara umum dan merata, 

sertagdisesuaikan denganhkemampuan masing-masing, sedangkanjadil dalam pelaksanaannya 

yakniidengan memberikanphakgkepada wajibppajak untuk mengajukan keberatan, penundaan 

dalamkpembayaran dan mengajukannnbanding kepada MajeliskPertimbanganpPajak 

Terjadinya.perilaku.penggelapan.pajak.juga.tidak.lepas.dari.faktor.diskriminasi. Diskrimi 

nasikdalam bidangnperpajakangmenunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan 

pelayanangperpajakangdengan tidakkseimbang terhadapgmasyarakat maupun wajibn pajak. 

Diskriminasigadalah setiapgpembatasan, pelecehangatau pengucilan yang langsunggataupun 

tidakklangsung didasarkannnpada pembedaankmanusia atas dasarpagama, suku, ras, etnik, 

kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinanppolitik, 

yang berakibatupengurangan, penyimpanganoatau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau 

penggunaanphakgasasi manusiakdan kebebasangdasar dalam kehidupan baiknnindividual 

maupun kolektif dalam bidang politik,pekonomi, hukum, social, budaya dan aspekp kehidupan 

lainnya, sepertigpegawaihpajakpmemberikan pelayanan terlebih dahulupkepada wajib pajak 

yangpsudah dikenalnya, sehinggan menimbulkan kecemburuangbagi wajib pajakplain yang 

sudahgmengantrigterlebihgdahulu. 

Perilaku penggelapankpajakgoleh wajib pajakborang pribadi juga dapatkdisebabkan 

karena penalty rate.nPenalty rate merupakan tarifgdendakyang telah ditetapkan dalam Undang–

Undang. Ketentuan.Umum.Perpajakan.sebagai.kompensasi.pada.wajib .pajak. yang. melakukan 

kesalahan ataupun keterlambatan baik dalam pelaporan maupun pembayaran secara disengaja 

maupun tidak disengaja.nDengan diketahuinyannsanksi baik sanksi bungagmaupun sanksi 

denda.ataupunbkenaikan maka akankmenjadi pertimbangan tersendiri bagikpara manajemen 

perusahaan ataupun pengusaha.apabila ingin melakukan.penggelapan pajak karenakapabila hal  

tersebutgdilakukan, makavkemungkinan untukkterdeteksi tetap cukup besargdan bila 

terdeteksinmaka pelaku penggelapan pajakgakan memiliki kewajiban lebihguntuk membayar 

utangnpajaknya dan juga denda ataunsanksivyang diperoleh. 

Tujuannpenelitianbinikuntuk menganalisisn signifikansi pengaruhkkeadilan terhadap 

persepsi.wajib.pajak.orang.pribadi.mengenai.etika.penggelapan.pajak; menganalisis signifikansi 

pengaruh.diskriminasi.terhadap.persepsi.wajib.pajak.orang.pribadi.mengenai.etika penggelapan 

pajak; menganalisisnnsignifikansi pengaruh penalty ratekterhadap persepsi wajip pajak orang 

pribadigmengenai etika penggelapan pajak; menganalisis signifikansikpengaruhnyang dominan 
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antara keadilan, diskriminasi, dan penalty ratenpersepsi.wajip pajak orang pribadi mengenai 

etika penggelapankpajak. 

 

KerangkaPemikiran 

Kerangkanpemikirankdalamkpenelitiankinikdigambarkanvpadakgambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.KerangkaPemikiran 

 

Berdasarkankerangkapemikirantersebut, penelitianinimenggunakan dua variabel, yaitu: 

1. Variabelkindependen 

Variabelkindependenkpadanpenelitiankini adalah keadilan, diskriminasi, dan penalty rate. 

2. Variabelbdependen 

Variabelkdependenkpadakpenelitiankininadalahkpersepsi etika penggelapan pajak. 

 

 

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

1. Pengaruh Keadilan TerhadapkPersepsi Etika Penggelapan Pajak 

MenurutbSuminarsasi dan Supriyadi (2011) semakinktinggiktingkat keadilankdalam 

perpajakan makanperilakugpenggelapannpajak dipandangksebagai perilaku yangktidak etis, 

sebaliknyaksemakin rendah tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan 

pajakkdipandang sebagaikperilaku yangkcenderung etis. 

Penelitian terdahuluktentanggkeadilangtelah dilakukanholeh Wahyudi j(2016) yang 

menyatakan bahwakkeadilan berpengaruhgnegatif signifikan terhadap persesi mengenai etika 

atasgpenggelapan pajak.  

H1: Keadilankperpajakan berpengaruhgnegatif terhadap persepsi wajib pajak orang  

pribadigmengenain etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 

 

2. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak 

Menurut Suminarsasin& Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam 

perpajakan makaggperilakuhpenggelapan pajakjdipandang sebagai perilaku yang cenderung 

etis, sebaliknyagsemakin rendahhtingkat diskriminasi dalam perpajakan makagperilaku 

penggelapan pajakndipandang sebagaigperilaku yang tidak etis.  

Nickersonket al. (2009) menemukangbahwa diskriminasigmerupakan salah satu faktor 

yangkmempengaruhigpenggelapan pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitiangyang 

dilakukan olehgNingsih (2014), yang menemukangbahwandiskriminasi berpengaruh 

positifkterhadap persepsi Wajib Pajak mengenaigetika ataskpenggelapan pajak (tax evasion).  

H2 : Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang 

pribadi mengenaigetika atasvpenggelapankpajak (tax evasion). 
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3. Pengaruh Penalty Rate terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak 

 Penelitiankterdahulu tentang penalty rate telahkdilakukan oleh Ma’fuf dan  

Mustikasari (2018) yangkmenyatakan bahwagpersepsi atas penalty rate berpengaruh negatif 

terhadap tax evasion. Meningkatnyaggpenalty rate akan berpengaruh pada penurunan tax 

evasion yang ada.  

H3 : Penalty rategberpengaruh negatif terhadapggpersepsi wajib pajak orang pribadi 

mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 

 

 

METODE PENELITIAN  
Penelitian ini dilakukankberdasarkankhipotesisggdan tujuan dari penelitiankyang telah 

dikemukakan, makan penelitianhini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Penelitian ini 

termasukggpenelitian obsevasikdengan menggunakan beberapagsampel, populasi, dan 

menggunakanggkuesioner sebagaikalat untukkmengumpulkangdatahyang pokok.  
 

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakangdalamkpenelitianninigadalah wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar tahun 2018.nTeknik pengambilan sampel dalamhpenelitian ini adalahgmetode 

purposive Sampling.nMetode Purposive Samplingn adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkankkriteria  penelitian. Jumlah sampel dalamnnpenelitian ini berjumlah 100vresponden 

yang terdaftar dan wajib pajakggyang sudah membayarn pajak. 
 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara (interview) 

Wawancaranmerupakan caran pengumpulan data dengan jalanktanya jawab kepada pihak-

pihak yangkbersangkutan untukggmemperoleh informasi yang diperlukan penulis guna 

penyusunan laporankpenelitian. 

2. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknikngpengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan 

kepada respondenggtentang masalahkyang akanhditeliti.  

3. Studi Pustaka 

Pengumpulan data menggunakankstudi pustaka melalui jurnal penelitian yang berhubungan 

dengankpenelitian. 
 

Definisi Operasional Variabel yang Digunakan 

1. Keadilan Pajak (X1) 

Keadilan merupakan suatunkondisigatau situasi dimana masyarakat harus diperlakukan sama 

oleh negaragsaat mengenakan dan memungut pajakn(Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).  
 

2. Diskriminasi (X2)  

Diskriminasi adalah perlakuannpegawai KPP PratamajSurakarta yang tidak seimbang 

terhadapkperorangan, atau kelompok, berdasarkanggsesuatu, biasanyakbersifat kategorikal, 

atau atribut-atribut khas, sepertikberdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan 

kelas-kelas sosial. 
 

3. Penalty Rate (X3) 

Penalty rate adalah tarifhsanksi yang telahkditetapkan dalam undang – undang ketentuan 

umum perpajakanksebagai kompensasinpada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan 

yang melakukan kesalahan ataupunkketerlambatan baikhdalam pelaporan SPT maupun 

pembayaranksecara disengaja.maupun tidakkdisengaja.  
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4. Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y) 

Persepsi individugterhadap perilaku.penggelapan pajak (tax evasion) adalah proses individu 

dalamgmenerima, menanggapi, dan.menafsirkan perilakuhpenggelapankpajak (tax evasion) 

yang dipengaruhi.oleh lingkungan.sosial yang melingkupi individu tersebut. (Paramita dan 

Budiasih, 2016).  

 

Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik: Ujikmultikoliniearitas, ujikautokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji 

normalitas. 

2. Pengujian Hipotesis : analisisnndeskriptifkdankanalisiskregresi linier berganda. 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yangkdigunakan adalah analisis regresi 

linierkberganda. Analisis regresi linearggbergandangdigunakan untuk mengetahui seberapa 

besarkpengaruh variablehbebas yaitu, Keadilank(X1), Diskriminasi (X2), dan Penalty Rate 

(X3) dalamkvariablekterkaitbyaitu Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y). 

Rumus:  
 

Y = a + b1X1+ b2X2 + + e 
 

Keterangan:  

Y   = Persepsi Etika Penggelapan Pajak 

X1  = Keadilan 

X2  = Diskriminasi 

X3  = Penalty Rate 

a       = NilaiKKonstanta 

b1, b2,   = KoefisienRegresi 

e   = random eror 
 

Pengujian hipotesis dengan regresiklinier bergandakmengikutigglangkah-langkah 

sebagai berikut:  

a. Uji F 

b. Uji t 

c. Menguji KoefisienkDeterminasi (R
2
) 

 

 

HASIL PENELITIAN 
 

1. Deskripsi Responden 

Hasil deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan 

dapat dilihat pada tabel 1. 
 

Tabel 1. Deskripsi Responden 
 

Karakteristik Keterangan Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

Usia <25K   tahun 

25-30Ktahun 

31-35   tahun 

36-40Ktahun 

41-45Ktahun 

>45K   tahun 

21 

19 

18 

17 

14 

13 

21 

19 

18 

17 

14 

13 

 Jumlah 100 100 

TingkatKPendidikan SMA/SMK 20 20 
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2. Uji Instrumen Penelitian 

Hasi luji validitas dengan menggunakan korelasi product moment Pearson 

menunjukkan bahwa semua  variabel keadilan,diskriminasi, penalty rateKdan persepsigetika 

penggelapan pajak dinyatakan valid karena p value < 0,05 sehingga semua item pernyataan 

tidak ada yang gugur. Hasil uji reliabilitasgmenunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha 

untuk semua variable keadilan (0,843), diskriminasi (0,828), penalty rate (0,759) dan 

persepsi etika penggelapankpajak (0,732) maka dalamgpenelitian ini keseluruhan variable 

dikatakankreliable. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

UjikAsumsihKlasik Hasil Uji Kesimpulan 

Multikolenieritasn Tolerance  ( 0,428; 

0,597;0,554)> 0,10 

VIF ( 1,010; 1,010)< 10 

Tidakkterjadi 

multikolinearitas  

 

Autokorelasin p value  0,546 ≥ 0,05 

 

Tidakkterjadi 

autokorelasi  

Heteroskedastisitask pkvalue( 0,368; 

0,298;0,084 ) ≥ 0,05 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas  

Normalitas p value  0,200  ≥ 0,05 Residukterdistribusi 

normalk 

Sumber: Datakprimer yang diolah, 2019 

 

4. AnalisiskDeskriptif 

Hasil statistikgdeskriptif menjelaskankbahwa variabel keadilan (X1) memiliki range 

14,00 nilai minimal 11.00, nilai maximal 25.00, nilai sum 1858.00, nilai mean 18.5800, 

standar deviation 4.93428 dan variance 24.347. Pada variabel diskriminasi (X2) memiliki 

range 14.00, nilai minimal 11.00, nilaihmaximal 25.00, nilai sum 1929.00, nilai mean 

19.2900, standar deviation 4.14460 dan variance 17.178. Pada variabel penalty rate (X3) 

memiliki range 13.00, nilai minimal 12.00, nilai maximal 25.00, nilai sum 1978.00, nilai 

mean 19.7800, standar deviation 4.14041 dan variance 17.143. Sedangkan pada 

variabelgPersepsi EtikakPenggelapan Pajak (Y) memilikikrange 15.00, nilai minimal 10.00, 

nilai maximal 25.00, nilai sum 1953.00, nilai mean 19.5300, standar deviation 3.82035 dan 

variance 14.595. 

 

 

 

 Diploma 30 30 

 Sarjana 50 50 

 Jumlah 100 100 

Pekerjaan Karyawan 24 24 

 Pegawai Negeri 26 26 

 Pegawai Swasta 11 11 

 Wirausaha 39 39 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Datakprimer yang diolah, 2019 
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5. AnalisiskRegresi Linier Berganda 

Analisis.regresi.linear.berganda.digunakan.untukhmengetahui seberapakbesar pengaruh 

variable bebas yaitu, keadilan (X1), diskriminasi(X2), dan penalty rate (X3) dalam variable 

terkaitnyaitu Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y). 

 

Tabel 3. Regresi Linier Berganda 

 

Variabel KoefisienkRegresi T Sig 

Constantk 35,389 28,790 0,000 

Keadilan  X1 -0,314 3,487 0,000 

Diskriminasi  X2 

Penalty RatebX3 

-0,286 

-0,228 

3,316 

3,218 

0,000 

0,002 

F hitung : 69,837 

Adj RkSquare : 0,676 

  0,000 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
 

Hasilktersebutkdapatkdijabarkankkedalamkpersamaanksebagai berikut: 
 

Y= 35,389 + 0,314 X1 + 0,286 X2 + 0,228 X3 
 

Hasil regresiklinear berganda yangkdiperoleh dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

a  :35,389 artinyagkeadilan(X1), diskriminasi(X2), dan penalty rate (X3) samadengannol, 

maka persepsi etika penggelapan pajak (Y) adalahpositif. 

b1 :-0,314 artinyakpengaruh keadilan (X1) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) 

negatif, artinyakapabila variable keadilank(X1) meningkat, maka dapat menurunkan 

persepsi etika penggelapan pajak (Y). 

b2 :-0,286 artinya  diskriminasi (X2) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) negatif, 

artinyakapabila diskriminasi(X2) meningkat, maka dapat menurunkan persepsi etika 

penggelapan pajak (Y). 

b3 :-0,228 artinyabpenalty rate (X3) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) negatif, 

artinyakapabilakpenalty ratek(X3) meningkat, maka dapat menurunkan persepsi etika 

penggelapankpajak (Y). 

 

6. Hasil Uji t 
a. Hasilganalisisgdiperoleh t hitungsebesar-4.638denganp-valuesebesar 0,005 < 0,05 maka 

Ho ditolak, berartiggadakpengaruh yang signifikannegatif  keadilan (X1) terhadap 

persepsi etika penggelapan pajak  (Y) pada Kantor PelayananPajakPratama Surakarta. 

Dengankdemikiangghipotesis ke-1 yang menyatakanhbahwa: “Keadilan perpajakan 

berpengaruh negatif terhadapggpersepsi etika penggelapan pajak ”, diterima atau terbukti 

kebenarannya. 

b. Hasil analisiskdiperoleh t hitungksebesar -4.185 dengan p-value sebesar 0,000 < 0,05 

maka Hokditolak dan Ha diterima, berartiggada pengaruh yang signifikan negatif 

diskriminasi (X2) terhadap persepsi etika penggelapan pajak  (Y) pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surakarta. Dengan demikian hipotesis ke-2 yang menyatakan bahwa: 

“Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadapggpersepsi wajib pajak orang 

pribadikmengenai etika atas penggelapan pajak”, tidak diterima atau tidak terbukti 

kebenarannya. 

c. Hasilganalisisgdiperoleh t hitungsebesar-3.218 denganp-valuesebesar 0,005 < 0,05 maka 

Ho ditolak, berartiakdapengaruh yangksignifikan negatif  penalty rate (X3) terhadap 

persepsi etika penggelapan pajak  (Y) pada Kantor PelayananPajakPratama Surakarta. 

Hipotesis. ke-1.yang. menyatakanbahwa: “Penalty.rate.dalam perpajakan berpengaruh 
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negatif.terhadap.persepsi.etika.penggelapan.pajak”, diterima.atau.terbukti kebenarannya.  

 

7. Hasil UjikF 

Hasil analisisgdiperoleh F hitungksebesar 69.837 dengankp-value sebesar 0,000 < 0,05 

makakHo ditolak, berarti ada pengaruhkyang signifikangvariabel bebas yaitu keadilan (X1), 

diskriminasi (X2) dan penalty rate (X3) secaraggsimultan terhadap variabelgterikat yaitu 

persepsi etika penggelapan pajak (Y) pada Kantor PelayananggPajak Pratama Surakarta. 

 

8. Hasil Koefisien Determinasi (R²) 

Darikhasil perhitungankdiperoleh nilaigAdjusted R Square = 0,676 = 67% berarti 

diketahui bahwa pengaruh/ sumbangan yang diberikankoleh variabel bebas yaitujkeadilan 

(X1), diskriminasi (X2), dan penalty rateg(X3) terhadap variabel terikat yaitu persepsi etika 

penggelapangpajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sebesar 67% 

sedangkan sisanya (100% - 67%) = 33% dipengaruhi olehkfaktor-faktor lain diluar variabel 

yang.tidak diteliti. 

 

 

PEMBAHASAN  

1. PengaruhkKeadilan terhadapkPersepsi Wajib PajakkOrang Pribadi Mengenai Etika 

PenggelapankPajak 

Hasilkanalisis diperolehkt hitungksebesar-4.638 dengak p-value sebesar  0,005 < 0,05 

maka Ho ditolakggberarti keadilan berpengaruh negatif signifikankterhadap persepsikwajib 

pajak orang pribadigmengenai etika atas penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan, 

maka persepsihetika penggelapan pajak semakin rendah. Semakin tingginkkeadilan yang 

dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap kinerja 

pemerintah. Hal ini akannnmendorong kemauankmasyarakatkuntuk membayarkpajak dan 

tidakggmelakukan tindakan penggelapankpajak.  

 

2. Pengaruh Diskriminasigterhadap PersepsigWajib Pajak Orang PribadigMengenai 

Etika Penggelapan Pajak 

Hasil analisiskdiperoleh t hitung sebesar-4.185 dengan p-value sebesar  0,005 < 0,05 

maka Ho ditolakgberarti diskriminasi berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib 

pajak orang pribadi mengenaigetika atas penggelapan pajak. Semakin tinggintingkat 

diskriminasi , makakpersepsi etika penggelapan pajak akan semakinhrendah. Hal tersebut 

dikarenakan semakin tinggi tingkat diskriminasikyang dilakukan pemerintah, wajib pajak 

akan tetap membayarkan pajaknya karenannwajib pajak taat aturan Undang-Undang 

perpajakan serta didorong niatgguntuk membayar pajakgtepat waktu sehingga wajibkpajak 

tidak akan melakukangtindakanngpenggelapankpajak. 

 

3. PengaruhkDiskriminasi TerhadapkPersepsi Wajib Pajak Orang PribadikMengenai 

Etika Penggelapan Pajak 

Hasil analisis diperolehkt hitungksebesar-3.218 dengan p-valueksebesar  0,005 < 0,05 

maka Ho ditolak berarti penaltyratekberpengaruh negatif signifikankterhadap persepsi 

wajibkpajak orang pribadi mengenainnetika ataskpenggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat 

penaltyrate, maka persepsi etika penggelapan pajak semakinkrendah . Hal ini karena adanya 

penaltyrate atauksanksi membuat wajib pajak berpikir untuk melakukan tindakan 

penggelapan pajak karena apabila hal itu dilakukan maka wajib pajak akan menerima sanksi 

atau penaltyrate. Adanya penaltyrate membuat persepsi etika penggelapankpajak rendah 

atauktidak etis untuk dilakukan. 
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KESIMPULAN 

Variabel Keadilankberpengaruh negatif signifikan terhadapkPersepsi Wajib Pajak Orang 

Pribadi Mengenai EtikagatasggPenggelapan Pajak di Kantor PelayanankPajakgPratama 

Surakarta. Hal ini menunjukan bahwa semakinnktinggi tingkat keadilan, maka persepsi etika 

penggelapanjpajak akan semakinkrendah atau tidak etiskuntukkdilakukan.hVariabel 

Diskriminasi berpengaruhgnegatif signifikankterhadap Persepsi WajibkPajak OrangggPribadi 

Mengenai Etika ataskPenggelapan Pajak di KantorlPelayananhPajak Pratama Surakarta. Hal 

inikmenunjukan bahwaksemakin tinggiktingkat diskriminasi, makakpersepsi etika penggelapan 

pajak akanpsemakin rendah .Variabel Penalty Rate berpengaruhknegatif signifikankterhadap 

PersepsikWajib Pajak Orang Pribadi MengenaikEtika atas Penggelapan Pajakgdi Kantor 

PelayanagPajak Pratama Surakarta. Hal inikmenunjukannkbahwa semakin tinggi tingkat penalty 

rate, maka persepesi etikagpenggelapan pajak akan semakinhrendah. 
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